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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : W2.TUN.1/ s /0T.00//2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Menimbang -a.  Bahwa dalam rangka menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah
membuat Kebijakan Manajemen Mutu, Sasaran Mutu dan Standar Operasional Prosedur
(SOP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

b. Bahwa Kebijakan Manajemen Mutu, Sasaran Mutu dan Standar Operasional Prosedur
(SOP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta

. Kebijakan Manajemen Mutu, Sasaran Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta termuat dalam dokumen Manual Mutu :

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

3. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
: § Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan ;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik ;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik ;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;

10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan

¥ Badan Peradilan yang berada dibawahnya ; '

N

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Kebijakan Manajemen Mutu, Sasaran Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
disetiap Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara terlampir dalam keputusan ini wajib
dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan :

SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing bagian untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya ;

Ditetapkan di  : Jakarta.
Pada Tanggal  : 05 Januari 2021
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO BIDANG S.0P PENANGGUNG JAWAB

1. Sop Pemeriksaan dengan
acara biasa.

2. SOP Pemeriksaan
Persidangan dengan acara
cepat.

3. SOP Pemeriksaan dengan
acara singkat.

4. SOP Pemeriksaan sengketa
informasi publik.

5. SOP Pemeriksaan sengketa SUTIYONOQ, S.H., MH.
atas dasar pasal 21 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun
2014,

6. SOP Pemeriksaan sengketa
atas dasar pasal 53 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun

. 2014.

1 HAKIM

2 | KEPANITERAAN

1. SOP Pelaksanaan
Pemeriksaan Persiapan.

2.1 | PANITERA PENGGANTI 2. SOP Pelaksanaan
Persidangan.

3. SOP Minutasi Berkas
Perkara.

1. SOP Pengelolaan surat dinas.

2. SOP Pengelolaan surat
keluar.

3. SOP Pembuatan Laporan
Bulanan.

4. SOP Pembuatan Laporan
Triwulan.

5. SOP Pembuatan Laporan
Caturwulan.

6. SOP Pengelolaan pembuatan
laporan Semester.

MUHAMMAD, SH.MH. /
PANITERA.

2.2 | KEPANITERAAN HUKUM




10.

1.

SOP Pelaksanaan pembuatan
laporan Tahunan.

SOP Pelaksanaan
penanganan meja
pengaduan.

SOP Pengelolaan meja
informasi.

SOP Pengelolaan berkas in
aktif.

SOP Pengelolaan surat kuasa
atau surat kuasa khusus.

. SOP SMS Gateway.

23

KEPANITERAAN PERKARA

& B o

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

SOP Penerimaan Gugatan.
SOP Pendaftaran Gugatan.
SOP Penanganan Register
Perkara Gugatan.

SOP Penanganan Register
Perkara Permohonan
Pertanahan.

SOP Penanganan Register
Perkara Permohonan UUAP.
SOP Penanganan Register
Perkara Keberatan
Keterbukaan Informasi Publik.
Penanganan Register
Pengawasan Penundaan
Pelaksanaan Putusan PTUN.
Penerimaan Perkara
Permohonan.

Pendaftaran Perkara
Permohonan.

Penanganan Register Perkara
Permohonan.

SOP layanan pembebasan
biaya perkara pada
pengadilan tingkat pertama.
SOP Penerimaan Perkara
Banding.

SOP Pendaftaran Perkara
Banding.

SOP Penerimaan memori
banding / kontra memori
banding.

SOP Pencabutan perkara
banding.

SOP Pengiriman Berkas
Perkara Banding.

SOP Penerimaan Perkara
Kasasi.

SOP Pendaftaran perkara
Kasasi.

SOP Penerimaan Memori
kasasi / kontra memori
Kasasi.

SOP Pencabutan Perkara
Kasasi.

SOP Pengiriman berkas
perkara Kasasi.







22. SOP Penerimaan Perkara PK.

23. SOP Pendaftaran Perkara PK.

24. SOP Penerimaan Memori PK
/ Kontra Memori PK.

25. SOP Pencabutan perkara PK.

26. SOP Pengiriman berkas
Perkara PK.

27. SOP Pemberitahuan p[utusan
Perakara Banding / Kasasi /
Peninjauan Kembali.

28. SOP Pengelolaan surat
masuk kepaniteraan perkara.

29. SOP Pengelolaan surat keluar
kepniteraan perkara.

30. SOP Penerimaan
Permohonan Eksekusi.

31. SOP Pendaftaran
Permohonan Eksekusi.

32. SOP Penetapan Eksekusi.

33. SOP Penanganan register
pengawasan Eksekusi.

34. SOP Penanganan Register
Gugatan Banding / Kasasi /
PK.

35. SOP Pengelolaan arsip
berkas perkara kepaniteraan
perkara.

3| KESEKRETARIATAN

1. SOP Menyusun Konsep
rencana kerja.

2. SOP Menyusun Konsep
rencana Strategis.

3. SOP Menyusun Konsep
rencana Kinerja Tahunan.

4. SOP Menyusun Konsep
Penetapan Kinerja Tahunan.

5. SOP Menyusun Konsep
restrukturisasi program dan
kegiatan.

6. SOP Menyusun Konsep

SUB BAGIAN PERENCANAAN, indikator kinerja utama. gNl? HARYONO, SE. /
3.1 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN 7. SOP Menyusun Konsep ERRETARIS
PELAPORAN rencana kerja dan anggaran.

8. SOP Menyusun konsep Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) dan Petunjuk
Opeasional Kegiatan (POK).

9. SOP Menyusun Konsep
usulan revisi RKA, DIPA, POK
dan atau permintaan
anggaran belanja tambahan
(ABT)

10. SOP Memantau Pelaksanaan

11.

DIPA.
SOP Menyusun Konsep
tanggapan laporan hasil




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

pemeriksaan (LHP) dari
aparat pengawasan
fungsional dan pengawasan
masyarakat.

SOP Mengupload segala
bentuk laporan dan berita ke
dalam Website.

SOP Melaksanakan
pengelolaan infrastruktur
hardware, meliputi server,
komputer dan perangkat
pendukungnya.

SOP Melaksanakan
pengelolaan infrastruktur
jaringan komputer.

SOP Melaksanakan
pengelolaan sistem dan
teknologi infomasi.

SOP Sebagai Administrator
(admin) dalam pengelolaan
aplikasi serta pelatihan
kepada user.

SOP Membuat laporan kinerja
triwulanan berdasarkan PP 39
Tahun 2006.

SOP Membuat laporan kinerja
semesteran.

SOP Menyiapkan bahan
penyusunan / format evaluasi
dan pelaporan kegiatan.

SOP Menghimpun, menyusun
dan menganalisis laporan
pelaksanaan tugas masing-
masing sub bagian
kesekretariatan dan
kepaniteraan.

SOP Menyiapkan dan
melaksanakan evaluasi dan
monitoring pelaksanaan
program, kegiatan dan
anggaran.

SOP Menghimpun, menyusun
dan mengkoordinasikan
penyusunan laporan tahunan
dan LKJIP.

3.2

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN,

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

SOP Pengusulan daftar nama
calon pendidikan dan
pelatihan Hakim dan Pegawai.
SOP memproses Kenaikan
Gaji Berkala.

SOP berkas usulan promosi
jabatan.

SOP Penyelesaian surat
Dinas / Surat Tugas.

SOP Aplikasi Sistem
Informasi Kepegawaian
(SIKEP).




SOP Pengiriman daftar
nominatif rencana kenaikan
pangkat.

SOP berkas usulan kenaikan
pangkat.

SOP Rekapitulasi daftar hadir
Hakim dan Pegawai Negeri
Sipil melalui Aplikasi
KOMDANAS.

SOP DUK dan Bezetting.

. SOP Penyelesaian

Permohonan cuti.

. SOP Pembuatan surat

Keputusan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta.

. SOP SPMT dan SPMJ.

3.3

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

SOP Pengelolaan Surat
Masuk.

SOP Pengelolaan Surat
Masuk.

SOP Pengadaan &
Pendistribusian kebutuhan
sehari-hari perkantoran (ATK
& ART).

SOP penginputan data pada
Aplikasi persediaan dan
opame fisik persediaan.
SOP keamanan dan
kebersihan kantor.

SOP Pemeliharaan,
Perbaikan BMN / Inventaris
Kantor.

SOP Pengelolaan
Perpustakaan.

SOP Pengadaan Barang /
Jasa < Rp. 200.000.000,- dan
> Rp. 200.000.000,-

SOP Pelaksanaan
Rekonsiliasi SIMAK — BMN.
SOP Pelaksanaan
Penghapusan Barang Milik
Negara.

SOP Pengelolaan gaji induk,
gaji susulan, dan kekurangan
gaji.

SOP pembayaran uang
makan Hakim dan Pegawai.
SOP Permintaan dan
pertanggungjawaban
Remunerasi.

SOP Pengajuan uang
persediaan.

SOP Pengajuan ganti uang
persediaan (GUP).

SOP pembayaran LS Pihak
ketiga.




17. SOP Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan
Pajak.

18. SOP laporan
pertanggungjawaban
Bendahara.

19. SOP Pengelolaan Sistem
Akuntansi Instansi Berbasis
Akrual (SAIBA).

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada Tanggal _: 05 Januari 2021




